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ABSTRAK 

YANDRA FREMMUZAR NUGRAHA PRATAMA NPM.19810286, dengan judul “ANALISIS 

HUKUM PIDANA DOKTER TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS PADA PELAYANAN KESEHATAN”. 

dibawah bimbingan Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Sri Herlina, SH., MH 

selaku pembimbing II. 

Kata Kunci : Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Kesehatan, Hukum Pidana 

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai dibidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Maka dunia kedokteran, khususnya pelayanan kesehatan selalu 

mengalami tuntutan dan tantangan kemajuan yang tidak kecil artinya. Namun demikian, dalam 

perkembangan di masa sekarang ini penilaian masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan 

di Indonesia sangat buruk. 

 Akibat negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah timbulnya 

kejahatan dalam di bidang kesehatan atau kriminalitas medis yang mana viktimisasi adalah para 

pasien. Sahetapy menjelaskan “viktimisasi medis dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 

obat bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang 

melanggar kode etik”.  

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah 

berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan 

dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriftif analitik, terhadap bahan hukum sekunder 

dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan 

hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan 

tentang istilah-istilah. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode 

analisis isi (content analysis) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan 

dimaksud.Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesehjateraan yang 

harus diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Untuk mewujudkannya maka pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah meliputi 

pelaksanaan secara terpadu antara upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pelayanan kesehatan 

termasuk dalam upaya kesehatan, dan sumber daya yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang 

secara spesifik dalam penelitian ini merupakan dokter. 
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